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Perempuan Pekerja di Tengah Krisis dan Perubahan Teknologi
Female Workers in the Midst of Crisis and Technological Change

Dunia kerja saat ini sedang diwarnai oleh disrupsi, 
di mana jenis industri yang berkembang sejak 
revolusi industri berubah, baik dari segi teknologi 

maupun bentuk relasi industrialnya. Perubahan dunia 
kerja ini dipertajam dengan Pandemi Covid-19 yang 
telah berlangsung lebih dari satu tahun. Pandemi, 
misalnya, telah memaksa sebagian pekerja untuk bekerja 
dari rumah, dengan membawa konsekuensi beban 
kerja domestik yang semakin besar. Sementara itu, 
pandemi juga menghantam berbagai sektor industri dan 
menyebabkan hilangnya sejumlah lapangan kerja pada 
sektor tertentu. Bagi perempuan, perubahan teknologi 
dan krisis ini diperburuk oleh sistem ekonomi dan 
patriarki yang masih menyubordinasi perempuan.

Revolusi industri 4.0 telah menciptakan jenis-jenis 
pekerja baru dan menyebabkan hilangnya jenis pekerjaan 
lama yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan 
pasar dan teknologi. Disrupsi membawa peluang bagi 
mereka yang memiliki akses terhadap pengetahuan, 
keterampilan, dan teknologi di bidang digital; namun 
meninggalkan mereka yang tidak memiliki akses. 
Fenomena digital gap adalah salah satu ketimpangan 
yang dialami oleh banyak perempuan akibat posisi sosial 
dan ekonomi yang timpang. 

Sebagai pekerja, perempuan tidak hanya menghadapi 
persoalan sebagai kelas atau kelompok pekerja, tetapi 
juga menghadapi tantangan akibat identitas gendernya. 
Salah satu tantangan yang dihadapi perempuan pekerja 
adalah efek langit-langit kaca (glass ceiling effect), yang 
menghambat kemajuan karier perempuan dalam dunia 
kerja. Pandangan bahwa dunia kerja yang berwatak 
maskulin salah satunya muncul dalam anggapan bahwa 
pekerja perempuan memiliki kemampuan lebih rendah 
dibandingkan pekerja laki-laki. Pandangan semacam ini 
dapat dilihat dari pemisahan antara bidang pekerjaan 
bagi laki-laki dengan bidang pekerjaan bagi perempuan. 
Maka profesi di bidang-bidang ilmu Sains-Teknologi-
Teknik-Matematika (Science-Technology-Engineering-
Mathematics) diidentikan dengan laki-laki, sementara 
profesi di bidang-bidang ilmu sosial, humaniora, 
pendidikan, diidentikan dengan perempuan.

Perspektif feminisme mengkritik pandangan dominan 
yang memisahkan ekonomi dengan kerja domestik. Dunia 
kerja diidentikkan dengan maskulinitas, sementara kerja 
domestik dianggap sebagai ranah feminin yang tidak 
memiliki nilai ekonomi. Pemisahan yang bias gender ini 

berakibat pada marginalisasi perempuan di dunia kerja, 
termasuk di dalam serikat pekerja/serikat buruh. 

Sejarah perkembangan sejarah serikat pekerja/
serikat buruh, memperlihatkan terjadinya pengabaian 
terhadap keberadaan perempuan sebagai bagian 
dari kelas pekerja. Pengabaian terhadap keberadaan 
perempuan pekerja tidak dapat dilepaskan dari bentuk 
awal perkembangan kapitalisme, di mana perempuan 
ditempatkan dalam kerja reproduksi di dalam keluarga, 
dan (bila dibutuhkan) sebagai angkatan kerja cadangan. 
Namun konsep angkatan kerja cadangan ini patut 
dipertanyakan ketika semakin banyak perempuan masuk 
ke dalam dunia kerja. 

Bertambahnya angkatan kerja perempuan kemudian 
meningkatkan jumlah perempuan di dalam serikat 
pekerja/serikat buruh. Namun, hal ini tidak secara 
otomatis mendorong serikat pekerja/serikat buruh untuk 
memberi perhatian terhadap ketimpangan gender yang 
dihadapi oleh perempuan pekerja. Serikat pekerja/
serikat buruh pada mulanya cenderung memandang 
kelas pekerja sebagai suatu kelompok sosial yang 
homogen, yaitu merujuk pada laki-laki sebagai kelas 
pekerja. Adalah Feminis Marxis dan Feminis Sosialis yang 
kemudian mengungkapkan ketimpangan gender yang 
berkelindan dengan persoalan kelas. 

Gerakan perempuan pekerja, dengan strategi 
pengorganisasi terpisah (separate organizing), berusaha 
memperkuat struktur internal dan mendorong serikat 
pekerja/serikat buruh untuk memasukkan agenda-
agenda keadilan gender sebagai bagian dari agenda 
serikat. Di sinilah isu-isu perempuan pekerja, seperti 
kesehatan reproduksi, diskriminasi upah, termasuk 
kekerasan seksual, mulai mewarnai agenda serikat 
pekerja/serikat buruh, baik di tingkat global, maupun di 
Indonesia. Di tingkat global, persoalan pelecehan dan 
kekerasan di dunia kerja telah diakui dengan diadopsinya 
Konvensi ILO No. 190 tahun 2019 tentang Pelecehan dan 
Kekerasan. Sementara pada tingkat nasional, serikat 
pekerja/serikat buruh pun turut serta memperjuangkan 
Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan 
Seksual. 

Partisipasi perempuan di dunia kerja membawa 
peluang yang dapat memperkuat posisi perempuan di 
dalam masyarakat. Namun, dunia kerja yang buta gender 
(gender blind) justru dapat memperburuk ketimpangan 
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gender yang ada. Dalam dunia kerja yang mengalami 
perubahan dan krisis ini, feminisme terus berusaha 
untuk mengambil sikap kritis terhadap dunia kerja yang 
berwatak eksploitatif dan maskulin.

Bersama dengan terbitnya edisi “Perempuan Pekerja 
di Tengah Krisis dan Perubahan Teknologi”, Redaksi Jurnal 
Perempuan pun mengumumkan bahwa mulai tahun 

2021 ini, Jurnal Perempuan akan terbit tiga edisi dalam 
setahun. Keputusan ini diambil oleh Redaksi dengan 
tujuan untuk menyediakan rentang waktu yang lebih 
panjang dalam meningkatkan kualitas Jurnal Perempuan 
dan mendorong munculnya produksi pengetahuan 
perempuan di Indonesia. Selamat membaca.

 (Atnike Nova Sigiro)
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Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Tendy Gunawan  
Program Officer, International Labour Organization (ILO) 

Country Office for Indonesia and Timor-Leste

Strategi Penghapusan Hambatan Partisipasi  
Angkatan Kerja Perempuan

Strategy for Abolishing Barriers to Women Labor Force  
Participation

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol 26 No.1, April 2021, hal. 1-16, 11 gambar, 2 tabel, 
19 daftar pustaka 

The female labor force participation rate has not moved from 50-55 
persen in the last ten years, and this condition has been exacerbated 
by the Covid-19 pandemic. This study looks at the various challenges 
for women in entering the world of work, maintaining jobs and 
building careers, and what strategies stakeholders can take to remove 
various barriers to women’s labor force participation. The strategic 
recommendations include affirmative actions and policies that could be 
taken by policy makers and companies to remove barriers to women’s 
participation in the workforce. The study is based on literature reviews 
of various studies and surveys conducted by the ILO in 2010-2020, 
especially regarding women in the world of work.

Keywords: gender equality; women labor force participation; glass 
ceiling effect

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tidak beranjak dari 50-
55 persen di sepuluh tahun terakhir, dan kondisi ini diperburuk dengan 
adanya pandemi Covid-19. Kajian ini melihat berbagai tantangan 
perempuan dalam memasuki dunia kerja, mempertahankan pekerjaan, 
berkarier, dan menyoroti strategi apa saja yang dapat dilakukan 
berbagai pemangku kepentingan untuk menghapus berbagai 
hambatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Rekomendasi strategi 
mencakup tindakan dan kebijakan afirmatif dari pemerintah dan 
perusahaan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan hambatan 
partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Kajian dibuat berdasarkan 
tinjauan pustaka dari berbagai studi dan survei yang dilakukan ILO di 
tahun 2010-2020, khususnya mengenai perempuan di dunia kerja.

Kata Kunci: kesetaraan gender, partisipasi angkatan kerja perempuan, 
efek langit-langit kaca
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The Lack of Attention to Lactation Needs in Media Companies
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The fulfillment of exclusive breastfeeding is important not only for 
the babies and toddlers, but also for prevention of breast cancer to 
mothers and/ or women. Although the government has developed 
policies related to exclusive breastfeeding, the achievements are 
still inadequate. One of the problems is the lack of support from the 
workplace environment. This study focuses on the attention and 
support of media companies to the lactation needs of breastfeeding 
women journalists. This qualitative study uses the in-depth interview 
method and literature study. The results of the study show that media 
support for the lactation needs of female journalists is still very low. The 

newsroom must have a special policy that fully supports the lactation 
needs of journalists both at the office and outside the office. The study 
also found that full support from the social work environment plays 
a very important role in the success of a female journalist in giving 
exclusive breastfeeding. 

Keywords: women and journalism; feminism; access to lactation; 
working women

Pemenuhan ASI eksklusif penting tidak hanya bagi bayi dan balita, 
tetapi juga dapat mencegah kanker payudara pada ibu atau 
perempuan. Meski pemerintah telah mengembangkan kebijakan 
terkait pemberian ASI eksklusif, tetapi capaiannya masih belum 
memadai. Salah satu penyebab, kurangnya dukungan dari lingkungan 
tempat kerja. Penelitian ini berfokus pada perhatian dan dukungan 
perusahaan media terhadap kebutuhan laktasi jurnalis perempuan 
yang menyusui. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dan menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur. 
Hasil kajian menunjukkan dukungan perusahaan media terhadap 
kebutuhan laktasi jurnalis perempuan masih sangat minim. Oleh sebab 
itu, penelitian melihat bahwa sektor jurnalisme perlu memiliki kebijakan 
khusus yang mendukung penuh kebutuhan laktasi jurnalisnya baik 
ketika di kantor maupun di luar kantor. Kajian juga menemukan bahwa 
dukungan penuh dari lingkungan sosial kerja amat berperan dalam 
kesuksesan seorang jurnalis perempuan memberi ASI Eksklusif.

Kata kunci: perempuan dan jurnalisme; feminisme; menyusui; 
perempuan pekerja
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The non-strategic role and position of women workers in trade union 
organization, even in the women-dominated sector, is hardly changed 
even though the number of women members of trade unions is 
increasing. Various programs have been carried out to increase the 
strategic role of women in trade union organizations but so far have 
not shown significant results. Based on interviews with officers of 
gender equality programs for trade unions, union leaders and women 
and men members and literature studies this paper offers an idea of ​​
the need for a non-exclusive approach and actively and proportionally 
involving men in awareness-raising and gender equality programs for 
trade unions. This idea is based on the fact that in trade unions gender-
related program is always left to or only involves women. The strategy 
in the gender equality awareness and improvement program that only 
involves women causes the program’s effectiveness to be low because 
half of the causes of the problem is not involved.

Keywords: women worker; trade union; gender equality

Kedudukan dan peran non-sentral dan non-strategis  pekerja perempuan 
di organisasi serikat pekerja untuk  sektor yang dominan perempuan 
sekalipun, merupakan fenomena lama yang  hampir tak berubah 
meskipun jumlah pekerja perempuan yang menjadi anggota serikat 
pekerja semakin bertambah. Berbagai program telah dilakukan untuk 
meningkatkan peran strategis perempuan dalam organisasi serikat 
pekerja tetapi praktis belum menunjukkan luaran yang berarti.  Melalui 
wawancara dengan pelaksana program kesetaraan gender untuk 
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serikat pekerja, aktivis ketua maupun anggota perempuan dan laki-laki,  
studi literatur; tulisan ini menawarkan ide perlunya  pendekatan yang 
bersifat non-eksklusif dan secara aktif dan proporsional melibatkan laki-
laki dalam program-program peningkatan kesadaran dan kesetaraan 
gender untuk serikat pekerja. Ide ini didasarkan pada fakta bahwa di 
serikat pekerja program tersebut selalu diserahkan kepada atau hanya 
melibatkan perempuan. Strategi dalam program penyadaran dan 
peningkatan kesetaraan gender yang hanya melibatkan perempuan 
menyebabkan efektivitas program rendah karena separuh penyebab 
persoalan tidak dilibatkan. 

Kata-kata kunci: buruh perempuan; serikat pekerja; kesetaraan gender
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Working from home, when workers accomplish their duties and works 
at home, have become an important phenomenon during the Covid-19 
pandemic, that have been practiced for more than a year since the 
Covid-19 outbreak. For working women, working from home have 
combined two women’s duties in one place at the same time, those 
are their responsibilities as workers, and their responsibilities at homes 
– including care work, as the common gender role of women. This 
article aims to explore whether working from home could become a 
conducive mode of work for women and family’s welfare. What factors 
do the policy makers need to consider, so that working from home 
would not reproduce gender inequality against women. This article 
was developed from literature studies on the analysis and policy 
framework at the global level, and also several existing researches 
about the challenges that have been faced by working women during 
the Covid-19 pandemic in Indonesia.

Keywords: teleworking; working women; Covid-19 pandemic; gender 
and economy

Bekerja dari rumah (working from home), di mana para pekerja 
melakukan tugas-tugas dan pekerjaan dari rumah, menjadi sebuah 
fenomena penting di masa pandemi Covid-19, yang telah dipraktikkan 
lebih dari satu tahun sejak pandemi Covid-19 terjadi. Bagi perempuan 
pekerja, ‘bekerja dari rumah’ menggabungkan dua tugas perempuan 
di tempat dan waktu yang bersamaan, yaitu tanggung jawab bekerja, 
dan tanggung jawab rumah tangga - termasuk pengasuhan, yang 
pada umumnya menjadi peran gender perempuan. Tulisan ini ingin 
menelusuri apakah model ‘bekerja dari rumah’ dapat menjadi model 
kerja yang kondusif bagi perempuan dan kesejahteraan keluarga. Apa 
faktor-faktor yang perlu mendapatkan perhatian pembuat kebijakan, 
agar ‘bekerja dari rumah’ tidak mereproduksi ketidakadilan gender 
terhadap perempuan. Tulisan ini disusun melalui studi literatur 
terhadap kerangka analisa dan kebijakan di tingkat global, serta 
beberapa penelitian mengenai tantangan yang dihadapi perempuan 
pekerja di masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kata kunci: kerja jarak jauh; perempuan pekerja; Pandemi Covid-19; 
gender dan ekonomi.
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the Information and Communication Technology’s  
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tabel, 24 daftar pustaka 

Despite growing of internet users and digitalizing economy as result 
of Industry Revolution 4.0, Indonesia still experiences gender-based 
digital divides, in which, women are left behind in the digital economy 
and the growing information and communication technology (ICT) 
sector. To address the issue, affirmative action in accessing skills 
development programs and labor market are crucial. The aim of the 
study is to observe whether current affirmative action for women, have 
contributed in addressing the issue, and what other affirmative actions 
and initiatives are necessary, if any. The paper uses mixed qualitative 
and quantitative methods in which primary data are collected through 
interview and online survey respectively; and secondary data are 
collected through literature review. The study argues that affirmative 
action alone would not be adequate to address gender inequality in 
digital economy and ICT sector. This study concludes that an integrated 
intervention between access to capacity building and women’s 
participation is needed, to enable women to enter the digital economy 
and the ICT sector. 

Keywords: digital divide; digital economy; affirmative action; women 
participation

Kendati terjadi peningkatan pertumbuhan pengguna internet dan 
digitalisasi ekonomi sebagai produk Revolusi Industri 4.0, Indonesia 
masih mengalami kesenjangan digital di mana kaum perempuan 
tertinggal dalam ekonomi digital dan sektor teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK). Untuk menjawab persoalan ini, aksi afirmatif 
untuk memastikan perempuan memperoleh akses terhadap program 
pengembangan keterampilan dan dunia kerja menjadi hal yang 
krusial. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji apakah kebijakan 
afirmatif bagi perempuan yang saat ini sudah ada berkontribusi 
dalam memecahkan persoalan kesenjangan digital dan aksi afirmatif 
dan inisiatif tambahan apa yang diperlukan. Studi ini menggunakan 
metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan data primer 
yaitu melalui survei dan wawancara; serta melakukan mengumpulkan 
data sekunder melalui studi literatur. Studi ini menawarkan argumentasi 
bahwa aksi afirmatif saja tidak memadai untuk menjawab persoalan 
ketidaksetaraan gender dalam ekonomi digital dan sektor TIK. Studi 
ini menyimpulkan bahwa diperlukan intervensi yang terintegrasi 
antara peningkatan akses terhadap pengembangan kapasitas dan 
keterlibatan perempuan, agar perempuan dapat memasuki ekonomi 
digital dan sektor TIK. 

Kata kunci: Kesenjangan digital, ekonomi digital, aksi afirmatif, 
partisipasi perempuan 
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This article was formulated based on interviews with 5 (five) trade union 
confederations from a number of confederations in Indonesia, namely: 
Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Konfederasi Sarikat 
Buruh Muslimin Indonesia (KSarbumusi), Konfederasi Serikat Buruh 
Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), 
and Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KKASBI). 
This article seeks to explore the efforts made by the trade union 
confederation in promoting gender equality - specifically in advancing 
the agenda for the prevention and elimination of sexual violence 
in the world of work. This article was compiled based on research 
with a qualitative approach, with data collection methods through 
interviews and literature studies. The results of this study found that the 
confederations interviewed had already set up internal structures that 
have specific functions on issues related to gender equality, gender-
based violence, and women’s empowerment; although still limited and 
on ad-hoc basis. This research also finds that the role of the trade union 

confederation is particularly prominent in advocating policies related to 
sexual violence and gender-based violence in the world of work, such 
as advocating the Bill on the Elimination of Sexual Violence, and the 
ratification of the ILO Convention No. 190 on Violence and Harassment.

Keywords: women and trade union; sexual violence at work; women 
and the labor movement

Artikel ini disusun berdasarkan wawancara terhadap 5 (lima) konfederasi 
serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dari sejumlah konfederasi 
yang ada di Indonesia, yaitu: Konfederasi Serikat Pekerja Nasional 
(KSPN), Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (KSarbumusi), 
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi 
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat 
Buruh Indonesia (KKASBI). Artikel ini berusaha menelusuri upaya-
upaya yang telah dilakukan oleh konfederasi SP/SB tersebut dalam 
mendorong kesetaraan gender - secara khusus dalam memajukan 
agenda pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual di dunia 
kerja. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian dengan pendekatan 
kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan 
studi literatur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konfederasi yang 
diwawancarai telah memiliki struktur internal yang memiliki fungsi 
khusus terkait isu-isu kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender, 
maupun pemberdayaan perempuan; meskipun masih bersifat terbatas 
dan ad-hoc. Penelitian ini juga menemukan peran konfederasi serikat 
pekerja/serikat buruh terutama menonjol dalam advokasi kebijakan 
terkait kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender di dunia kerja, 
seperti advokasi terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan 
ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan.

Kata kunci: perempuan dan serikat pekerja; kekerasan seksual di tempat 
kerja; perempuan dan gerakan buruh
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Abstrak

Pemenuhan ASI eksklusif penting tidak hanya bagi bayi dan balita, tetapi juga dapat mencegah kanker payudara pada ibu atau 
perempuan. Meski pemerintah telah mengembangkan kebijakan terkait pemberian ASI eksklusif, tetapi capaiannya masih belum 
memadai. Salah satu penyebab, kurangnya dukungan dari lingkungan tempat kerja. Penelitian ini berfokus pada perhatian dan 
dukungan perusahaan media terhadap kebutuhan laktasi jurnalis perempuan yang menyusui. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dan menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan dukungan 
perusahaan media terhadap kebutuhan laktasi jurnalis perempuan masih sangat minim. Oleh sebab itu, penelitian melihat bahwa 
sektor jurnalisme perlu memiliki kebijakan khusus yang mendukung penuh kebutuhan laktasi jurnalisnya baik ketika di kantor 
maupun di luar kantor. Kajian juga menemukan bahwa dukungan penuh dari lingkungan sosial kerja amat berperan dalam kesuksesan 
seorang jurnalis perempuan memberi ASI Eksklusif.

Kata kunci: perempuan dan jurnalisme; feminisme ; menyusui; perempuan pekerja

Abstract 

The fulfillment of exclusive breastfeeding is important not only for the babies and toddlers, but also for prevention of breast cancer 
to mothers and/ or women. Although the government has developed policies related to exclusive breastfeeding, the achievements 
are still inadequate. One of the problems is the lack of support from the workplace environment. This study focuses on the attention 
and support of media companies to the lactation needs of breastfeeding women journalists. This qualitative study uses the in-depth 
interview method and literature study. The results of the study show that media support for the lactation needs of female journalists 
is still very low. The newsroom must have a special policy that fully supports the lactation needs of journalists both at the office and 
outside the office. The study also found that full support from the social work environment plays a very important role in the success 
of a female journalist in giving exclusive breastfeeding. 

Keywords: women and journalism; feminism; access to lactation; working women

Pekerja Perempuan dan Pengalaman Laktasi

Pengalaman laktasi merupakan pengalaman khas 
perempuan. Isu menyusui menjadi salah satu isu yang 
menjadi perhatian para sarjana feminis sebab berkaitan 
dengan permasalahan ketimpangan gender. Simone de 
Beauvoir salah satu sarjana feminis melihat bahwa fungsi 
reproduksi perempuan kerap menjadi alasan mengapa 
perempuan mengalami diskriminasi.  Dalam The Second 
Sex (1979), melihat bahwa sejak awal sejarah, perempuan 
telah dilekatkan dengan kerja domestik dan disingkirkan 
dari kehidupan publik karena fungsi reproduksinya. 
Pemikir lain yang menyoroti keterkaitan antara pola 
reproduksi manusia dan keterkaitannya domestikasi 
perempuan adalah sosiolog Joan Huber. Huber dalam 
Rippeyoung dan Noonan (2012) menyatakan bahwa 

pola reproduksi dan neonatal manusia merupakan 
akar ketimpangan gender. Menurut Huber kebutuhan 
bayi untuk menyusui secara historis telah membuat 
perempuan tersingkirkan  dari kerja dan kekuasaan. 
Pada masa lalu, karena perempuan harus merawat dan 
menyusui anaknya, maka dia terhalangi dari berbagai 
kegiatan lainnya, termasuk juga partisipasinya di ruang 
publik. Peran reproduksi perempuan, dalam hal ini 
menyusui, memiliki andil dalam penempatan posisi 
perempuan menjadi kelompok subordinat dalam dunia 
kerja.  Dalam budaya patriarki, secara sosial laki-laki 
memiliki privilese dalam dunia kerja. Laki-laki tidak 
diidentikkan dengan kerja perawatan anak dan rumah 
tangga, sehingga lebih memiliki keleluasaannya untuk 
melakukan berbagai aktivitas di ruang publik. Hal ini 
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membuat laki-laki menjadi kelompok ordinat dalam 
dunia kerja.   

Ilustrasi yang diberikan oleh Huber tampak masih 
relevan dengan kondisi saat ini, di mana perempuan 
kerap-kali tersingkirkan dari kehidupan publik karena 
pemaknaan atas tubuhnya. Tubuh perempuan 
khususnya tubuh maternal yaitu tubuh perempuan pada 
masa kehamilan, persalinan, laktasi dan perawatan anak 
dianggap sebagai tubuh yang tidak kompatibel dengan 
dunia profesional. Menurut Young (2005), dalam dunia 
publik, organisasi dan dalam dunia kerja, pengalaman 
maternal kerap diperlakukan sebagai pengalaman liyan.  

Dalam konteks perempuan modern, telah banyak 
perempuan yang terlibat dalam dunia kerja profesional 
sambil tetap menjalankan kerja perawatan rumah tangga. 
Dalam situasi tersebut, perempuan kerap dihadapkan 
dengan dilema antara mengutamakan  kepentingan 
perawatan rumah tangga dengan kepentingan 
pemenuhan kewajiban mereka di dunia kerja. Kerja 
reproduksi perempuan yaitu menyusui adalah salah 
satu isu tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang 
juga melakoni kerja produksi. Konflik antara identitas 
perempuan sebagai ibu dan sebagai pekerja profesional 
tidak jarang membuat perempuan berada pada situasi 
harus mengorbankan salah satunya.  Dilema ini adalah 
salah satu persoalan yang perlu dikenali dalam persoalan 
pelibatan perempuan dalam dunia kerja. 

Data BPS (2020), menunjukkan bahwa Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan lebih 
rendah dari pada TPAK laki-laki. Salah satu penyebab 
rendahnya TPAK perempuan adalah karena tidak 
dikenalinya tantangan perempuan pekerja terkait fungsi 
reproduksinya, yakni dalam pengalaman maternal seperti 
saat kehamilan, menyusui dan perawatan. Perempuan 
pekerja yang menyusui mengalami berbagai hambatan 
antara lain: kurangnya dukungan rekan kerja, kurangnya 
ruang laktasi yang terjaga privasinya, dan tidak adanya 
tempat untuk menyimpan ASI (Rippeyoung & Noonan 
2012). Sejumlah studi menunjukkan bahwa perempuan 
mengalami kesulitan untuk menjalankan perannya 
sebagai ibu menyusui dengan peran sebagai pekerja 
profesional, sehingga dalam kondisi menyusui, banyak 
perempuan yang memutuskan mengurangi jam kerja 
profesional mereka, berganti pekerjaan atau bahkan 
berhenti sama sekali dari profesi mereka.

Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk 
merespons tantangan  tersebut.  Melalui sejumlah 
kebijakan, negara mengatur agar perusahaan 
mengakomodasi kebutuhan khusus tersebut, tujuannya 
agar anak tetap mendapatkan perawatan yang intensif, 

tanpa perlu mengorbankan karier pekerja perempuan. 
Namun, sayangnya aturan tersebut belum sepenuhnya 
diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Pemerintah 
terkesan hanya  berfokus pada peningkatan jumlah 
kuantitas perempuan pekerja tanpa secara serius 
menjawab persoalan diskriminasi di lingkungan kerja. 

Di Indonesia,  selisih angka Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) cukup besar, yakni pada  porsi 82,69 
persen untuk laki-laki dan 51,88 persen untuk perempuan 
(Sakernas 2018). Pemerintah telah melakukan sejumlah 
upaya untuk meningkatkan angka tersebut. Kementerian 
Ketenagakerjaan misalnya telah menghadirkan sejumlah 
kebijakan untuk memastikan dunia kerja yang non-
diskriminatif.  Namun demikian selama 20 tahun terakhir, 
persentase TPAK cenderung stagnan. Rata-rata TPAK laki-
laki mencapai sekitar 84 persen, sementara perempuan 
hanya mencapai 50 persen. Ketimpangan ini  terjadi  salah 
satunya karena  pasar tenaga kerja tidak mengenali dan 
tidak mengakomodasi persoalan-persoalan perempuan 
yang sifatnya khusus. Penelitian ini secara khusus hendak 
menyoroti bagaimana dilema perempuan jurnalis 
dalam melakukan kerja perawatan terhadap anak yakni 
menyusui dengan tantangan kerja profesionalnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 
berfokus pada pengalaman perempuan jurnalis dalam 
menjalankan peran sebagai ibu menyusui dan sebagai 
pekerja profesional.  Melalui wawancara mendalam 
kepada 12 responden dari 8 media, penulis menggali 
lebih dalam sejauh apa pentingnya keberadaan ruang 
laktasi guna mendukung keterlibatan perempuan dalam 
dunia kerja, khususnya pada profesi jurnalis. Wawancara 
dilakukan pada bulan Maret-April 2021 dan dilakukan 
melalui telepon. 

Profesi jurnalis memberikan tantangan berlipat bagi 
perempuan jurnalis dalam masa menyusui. Sebab kerja-
kerja jurnalis tidak hanya di dalam kantor media saja, tapi 
juga berpindah-pindah lokasi. Artinya, kebutuhan ruang 
laktasi tak sekadar kebutuhan di gedung perusahaan 
tempat mereka bekerja saja, tapi juga di lokasi liputan. 
Oleh sebab itu, untuk memastikan agar hak menyusui 
terpenuhi maka selain perlunya dukungan perusahaan 
terhadap para pekerja media perempuan, aspek  
ketersediaan ruang laktasi di ruang publik juga perlu 
diperhatikan.

Wacana ASI dan Kebijakan

Dalam beberapa dekade terakhir, wacana ASI 
berkembang pesat di tingkat global. Pendekatan 
kesehatan menyatakan bahwa pemberian ASI Eksklusif 
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pada awal periode kehidupan bayi akan membuat 
gizi bayi terpenuhi secara optimal sehingga mampu 
memproses pembentukan imunitas, perkembangan 
otak dan fisik bayi. Selain itu, pemenuhan ASI eksklusif 
juga dapat mengurangi risiko kematian pada balita dan 
risiko kanker payudara pada ibu. 

ASI juga dibincang dari segi ekonomi. Meski 
belum ada penelitian tentang pengaruh pemenuhan 
ASI eksklusif terhadap ekonomi di Indonesia, tetapi 
penelitian di berbagai negara seperti Amerika 
Serikat, Italia, Australia, Belanda, Inggris, dan Spanyol 
menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif bisa 
menghemat komponen biaya kesehatan. Pemberian 
ASI eksklusif bisa mengurangi risiko biaya yang muncul 
akibat penyakit otitis media, gastroenteritis, necrotising 
enterocolitis, infeksi saluran pernapasan, asma, leukemia 
anak, diabetes tipe 1, obesitas, kematian bayi mendadak 
(Quesada et al. 2020).

World Health Organization (WHO 2018) merilis 
pernyataan bahwa menyusui adalah cara paling efektif 
untuk memastikan kesehatan dan keberlangsungan 
hidup anak. Menurut WHO, berdasarkan data 
global, hanya 40 persen bayi di bawah usia enam 
bulan yang mendapat ASI eksklusif. Untuk itu, WHO 
merekomendasikan setiap bayi harus diberi ASI dalam 
rentan waktu satu jam setelah lahir. Selain itu, WHO 
bersama UNICEF juga merekomendasikan pemberian 
ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya 
tanpa perlu makanan lainnya termasuk air.

Fanny et al. (2011) dalam jurnal Media Gizi Pangan, 
menganalisis beban biaya pelayanan kesehatan balita 
menurut riwayat pemberian ASI dengan studi kasus di 
Sulawesi Selatan. Temuan riset tersebut menunjukkan 
bahwa riwayat pemberian ASI kepada bayi secara 
optimal bisa menurunkan biaya pelayanan kesehatan 
pada balita. Perbandingan beban biaya terhadap anak 
yang pernah disusui, pernah disusui tetapi tidak cukup 
24 bulan, dan yang sama sekali tidak pernah disusui, 
menghasilkan perbedaan jumlah yang signifikan. Jumlah 
biaya terbesar dikeluarkan oleh orang tua yang anaknya 
sama sekali tidak pernah disusui, yakni mencapai lebih 
kurang Rp161.318,20 per/triwulan. Jumlah ini lebih dua 
kali lipat dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk 
kategori pernah disusui sampai sekarang dan pernah 
disusui sekarang tidak.

Dengan meluasnya wacana bahwa pemberian ASI 
kepada bayi memberikan manfaat besar bagi kesehatan 
Ibu dan anak  dan juga manfaat ekonomis, maka desakan 
agar perempuan memberikan ASI kepada bayi menjadi 
meningkat. Melalui berbagai kampanye di tingkat global 

dan nasional, perempuan dihadapkan pada tuntutan 
sosial untuk memberikan ASI pada bayinya. Menurut 
Gatrell (2013), gagasan “ibu yang baik” diidentikkan 
dengan ibu yang memberikan ASI kepada anaknya telah 
diinternalisasikan pada perempuan secara luas. 

Merespons wacana global tentang kampanye 
pemenuhan ASI bagi bayi, pemerintah Indonesia telah 
menetapkan kebijakan nasional PP No. 33/2012 tentang  
Program Pemberian ASI Eksklusif. Target cakupan ASI 
Eksklusif yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 
Nasional 2015-2019, yaitu mencapai 50 persen pada 2019. 
Namun, UNICEF mencatat bahwa angka ASI eksklusif di 
Indonesia masih rendah karena hanya 1 dari 2 bayi di 
bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Artinya, 
lebih dari setengah bayi di Indonesia telah diperkenalkan 
dengan makanan pendamping ASI ketika sejak berusia di 
bawah 6 bulan. Artinya kebijakan tersebut belum mampu 
mengakomodasi persoalan dan kebutuhan perempuan 
dalam masa maternal untuk dapat memberikan ASI pada 
bayinya.  

Data Badan Perencana dan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) 2019 juga menunjukkan, hanya sekitar 37,3 
persen bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif. 
Berbagai faktor melatarbelakangi kondisi tersebut antara 
lain karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu, 
kurangnya dukungan dari keluarga dan orang terdekat 
serta lingkungan, termasuk kurangnya dukungan bagi 
perempuan menyusui di tempat kerja. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak cuti hamil 
dan melahirkan bagi perempuan, diberikan selama 1,5 
bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan 
sesudah melahirkan anak. Namun, pergeseran waktu cuti 
tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi perempuan, 
misalnya dalam kondisi kelahiran prematur. Dalam 
penjelasan Pasal 82 ayat (1), cuti dapat  diperpanjang 
berdasarkan surat keterangan yang diberikan oleh dokter 
atau bidan sebelum atau sesudah persalinan. Pemberian 
cuti hamil dan melahirkan selama tiga bulan memberikan 
tantangan bagi target pemenuhan ASI selama 6 bulan 
pertama kehidupan bayi. Menurut Bailey dan Pain (2001), 
menyusui adalah tindakan yang memakan waktu dan 
juga menguras tenaga. Hal ini menjadi alasan mengapa 
ditemukan perempuan yang menghentikan proses 
laktasinya ketika mereka kembali bekerja.  

Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa tingkat 
partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja masih 
rendah. Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Februari 
2020, mencatat setidaknya 51.934.989 perempuan yang 
bekerja di berbagai sektor. Angka ini tak bertambah 
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signifikan jika dibandingkan dengan angkatan kerja 
perempuan tahun 2017 yang berjumlah 49.772.097. 
Sangat disayangkan bahwa partisipasi perempuan dalam 
dunia kerja masih rendah, padahal pelibatan perempuan 
di dunia kerja telah terbukti bisa meningkatkan ekonomi 
sebuah negara. Kondisi ketimpangan partisipasi 
perempuan di dunia kerja diperparah oleh nilai patriarki 
di dunia kerja. Beberapa hambatan perempuan di dunia 
kerja antara lain: kekerasan di dunia kerja, pengabaian 
hak perempuan pekerja seperti ruang laktasi dan juga 
diskriminasi dalam pengupahan. 

Norma budaya patriarki tadi termanifestasi dalam 
berbagai bentuk diskriminasi di dunia kerja.  Dalam 
aspek pengupahan misalnya, diskriminasi terjadi karena 
banyak media menggunakan standar Undang-undang 
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal 
pengupahan untuk pekerja perempuan. Hal ini terjadi 
juga pada perusahaan pers. Dalam Undang-undang 
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 
(3) dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan 
istri ibu rumah tangga (Stellarosa, et al. 2019). Aturan ini 
merefleksikan pembagian peran gender dalam keluarga. 
Laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah, sementara 
perempuan adalah ibu rumah tangga, sehingga 
sekalipun perempuan bekerja maka nafkah yang 
didapatkan dianggap hanya sebagai nafkah tambahan. 
Menurut Okin (1989), pembagian peran gender dalam 
keluarga tersebut menghasilkan ketimpangan dalam 
distribusi hak.  Dalam konteks ketenagakerjaan, pekerja 
perempuan menjadi sulit mendapat hak jaminan pekerja 
seperti misalnya asuransi kesehatan keluarga. 

Dalam upaya pemenuhan hak pekerja perempuan, 
khususnya dalam kaitannya pemberian ASI terhadap bayi. 
Pemerintah telah menghadirkan sejumlah kebijakan, 
antara lain: Pasal 83 Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan,  Pasal 22 Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak dan  
Pasal 128 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan. 

Pasal 83 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa: 
“Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu 
harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui 
anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu 
kerja”. Kebijakan ini dihadirkan untuk mengakomodasi 
kebutuhan ibu menyusui yang telah selesai masa cutinya. 
Aturan ini memperkuat Pasal 22 Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
menyebutkan: “Negara dan pemerintah berkewajiban 
dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana 

dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan 
anak”. Serta  memperkuat pasal 128 ayat 2 Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 
mengatakan bahwa: “Ibu mendapatkan jaminan, bahwa 
selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu 
bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas 
khusus. Bahkan fasilitas khusus tersebut diadakan di 
tempat kerja dan tempat sarana umum”.

Dalam upaya mendorong situasi kerja yang setara 
gender dan mengakomodasi kebutuhan perempuan, 
sejumlah kebijakan telah diterbitkan, tetapi sayangnya 
dalam tataran implementasi hak-hak perempuan pekerja 
masih terlanggar dan banyak yang tidak dipenuhi.  

Hak perempuan yang terkait dengan peran 
reproduksinya masih teralienasi dari sistem dan proses 
kerja. Pemenuhan hak atas cuti haid, ruang laktasi sering 
kali dinilai belum begitu penting untuk mendukung 
pekerjaan perempuan yang sedang menyusui. 

Dalam Survei Upah Riil dan Upah Layak Jurnalis 
Jakarta 2021 yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) Jakarta, muncul sebuah persoalan  
penting terkait ketersediaan ruang laktasi di perusahaan-
perusahaan media. AJI mengadakan survei daring pada 
periode Januari hingga Februari 2021 yang melibatkan 
97 responden. Para responden tersebut berasal dari 44 
media. Data survei menunjukkan bahwa dari 44 media 
massa, hanya 5 media yang memiliki ruang laktasi  di 
tempat kerja. Media tersebut adalah Metro TV, Republika, 
Medcom, Kumparan, dan Detik. Data survei menunjukkan 
bahwa mayoritas media massa belum menjamin 
pemenuhan hak laktasi pekerja perempuan, sekalipun 
undang-undang telah memandatkannya. Temuan lain 
dari survei tersebut adalah dari 50 responden perempuan, 
35 di antaranya mengaku tidak mendapatkan cuti haid 
atau tidak tahu ada cuti haid di perusahaannya.

Survei AJI Jakarta tersebut mendapat respons 
beragam dari pekerja media, termasuk beberapa di 
antaranya mengklaim bahwa media tempat mereka 
bekerja telah memiliki ruang laktasi, berbeda dengan 
pernyataan responden yang mengikuti survei AJI Jakarta. 
Ini menunjukkan bahwa meskipun tersedia ruang laktasi 
di media tempat jurnalis bekerja, belum tentu fasilitas 
tersebut diketahui oleh semua jurnalis yang bekerja di 
media tersebut. Artinya ada jarak informasi terkait hak-
hak pekerja perempuan (kurangnya sosialisasi) sehingga 
fasilitas tersebut tidak diketahui oleh para jurnalis. 
Penelitian ini kemudian hendak mengetahui lebih dalam 
terkait isu tersebut dengan mewawancarai sejumlah 
jurnalis perempuan terkait ruang laktasi di tempat kerja.  
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Dibutuhkan Ruang Laktasi Aman dan Nyaman 
untuk Mendukung Perempuan Pekerja

Meskipun pertumbuhan pekerja perempuan 
berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi di suatu 
negara, sayangnya dukungan terhadap perempuan yang 
bekerja masih rendah, salah satunya dengan ketersediaan 
ruang laktasi. Para pekerja perempuan yang menyusui 
kerap kali mengalami kesulitan ketika harus memerah 
karena minimnya fasilitas yang diberikan oleh kantor. 

Undang-undang memang telah mewajibkan 
agar perusahaan menyediakan ruang laktasi, tetapi 
kenyataannya masih banyak tempat bekerja yang 
belum menyediakannya.  Studi yang dilakukan Saputri 
et al. (2020) menemukan bahwa secara statistik, praktik 
menyusui yang terjadi di Indonesia sejak 2002 hingga 
2017 memang mengalami peningkatan, tapi tren 
pemberian ASI eksklusif pada perempuan yang bekerja 
lebih rendah. Yulia Sari (2016) memaparkan alasan 
rendahnya angka ASI eksklusif pada ibu bekerja di 
Indonesia melalui Kesmas: National Public Health Journal 
yakni kurangnya dukungan dari lingkungan kerja dan 
sosial. Beberapa tantangan memengaruhi pemenuhan 
ASI bagi ibu bekerja yakni tidak adanya ruang laktasi 
di tempat kerja, jadwal kerja yang tidak fleksibel, relasi 
dengan atasan, produktivitas yang menurun, dan 
permasalahan finansial.

Ketiadaan ruang laktasi di tempat kerja pada akhirnya 
memaksa perempuan yang ingin memenuhi kebutuhan 
ASI eksklusif anaknya untuk berhenti bekerja. Dengan 
demikian, keberadaan ruang laktasi di kantor dan aturan 
yang ramah terhadap pekerja perempuan yang menyusui 
menjadi penting sebab dapat mendorong produktivitas 
dan motivasi para perempuan yang menyusui untuk 
kembali ke kantor setelah cuti melahirkan (Basrowi et al. 
2018)

Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Poynter 
pada tahun 2017 menemukan bahwa industri media 
tidak ramah terhadap pekerja yang memiliki anak. Riset 
tersebut dilakukan melibatkan 390 jurnalis di Amerika 
Serikat. Riset tersebut menemukan bahwa 31 persen 
responden mengatakan bahwa perusahaan media tidak 
memiliki aturan yang mendukung laktasi, sedangkan 
19 persen responden lainnya mengatakan bahwa 
mereka tidak tahu. Padahal, kebijakan perusahaan 
yang sensitif gender diperlukan untuk meningkatkan 
partisipasi perempuan di dunia kerja dan menumbuhkan 
keragaman gender di dalam tubuh redaksi.

Studi terhadap 1.600 jurnalis yang dilakukan 
oleh The University of Kansas pada tahun 2015 

menunjukkan bahwa jurnalis perempuan lebih rentan 
mengalami burnout ketimbang laki-laki. Alasannya, 
karena perempuan menanggung beban sosial berlipat 
dibanding laki-laki.  Beban ini termanifestasi dalam 
tuntutan sosial terhadap perempuan sebagai perawat 
anak dan keluarga. Norma tradisional yang patriarki 
membuat perempuan secara moral merasa bertanggung 
jawab untuk memastikan perawatan terbaik bagi 
anaknya. Namun, di sisi lain perempuan juga perlu 
terlibat di ruang publik untuk menyokong ekonomi 
keluarga dan mengafirmasi kebutuhan eksistensi diri. 

Perempuan bekerja dituntut untuk secara bersamaan 
dapat menegosiasikan identitasnya sebagai ibu 
dengan kerja-kerja reproduktif seperti menyusui, dan 
mempresentasikan dirinya sebagai pekerja profesional 
yang dapat menyampingkan urusan keluarga ketika 
berada di tempat kerja.  Perempuan secara bersamaan 
dituntut memenuhi kedua perannya. 

Maka agar kedua identitas tersebut dapat 
berjalan, keberadaan ruang laktasi yang layak dan 
memadai menjadi sangat penting. Perempuan akan 
bisa menjalankan kedua peran tersebut tanpa harus 
mengorbankan salah satunya.

Pengalaman salah satu jurnalis perempuan dalam 
wawancara menunjukkan tantangan perempuan 
menyusui. 

Kantorku tidak punya ruang laktasi. Pertamanya, aku 
diberi tempat untuk laktasi di dapur kantor, ruangannya 
bersih dan bisa dikunci, tapi tidak nyaman karena setiap 
lagi memompa ASI, digedor-gedor sama teman yang 
mau pakai dapur karena di kantorku tidak boleh makan 
di meja kerja. Akhirnya aku pindah memompa ke toilet 
meskipun tahu di toilet tidak steril. Di situ aku merasa gagal 
dalam memberikan ASI kepada anakku. Kantorku hanya 
menempati satu lantai di sebuah gedung di Jakarta yang 
punya 12 lantai, tapi di gedung itu tidak ada ruang laktasi. 
(NA 2021, seorang editor di media asing yang memiliki 
kantor biro yang terletak di Jakarta, wawancara, 31 Maret). 

Pembagian peran berdasarkan norma gender 
meletakkan perempuan sebagai penanggung jawab 
perawatan dan pengasuhan keluarga, maka tidak 
mengherankan jika perempuan merasa  frustasi ketika 
mereka tidak dapat menyusui anaknya. Hal ini terkait 
dengan normalisasi tentang konsep “ibu yang baik”. 

Starns (2002) dalam The Works of Breastfeeding 
menjelaskan dilema tersebut berasal dari anggapan 
bahwa  “Ibu yang baik” adalah mereka yang dapat 
memberikan ASI sebagai makanan utama anaknya. Ibu 
yang baik juga digambarkan sebagai perempuan yang 
mengutamakan kesejahteraan anaknya melampaui apa 
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pun juga. Tekanan sosial atas identitas ibu, mendesak 
perempuan untuk mengutamakan laktasi daripada 
kerja profesinya. Maka ketika perempuan gagal atau 
harus menghentikan pemberian ASI terhadap anaknya, 
mereka akan merasa bersalah dan merasa  dirinya adalah 
ibu yang buruk (Starns 2012, h.250). Perempuan kerap 
merasa tidak cukup baik ketika mereka tidak dapat 
memenuhi tuntutan sosial dalam ranah kerja reproduksi 
dan kerja di ranah privat. Dalam berbagai literatur, 
perempuan sering dihadapkan dengan dilema untuk 
secara penuh mengurus anak atau bekerja. Padahal bila 
dilihat lebih saksama, pilihan perempuan untuk tetap 
berkarier sebagai jurnalis, bisa jadi adalah juga bagian 
dari upaya merawat dan mendukung keberlangsungan 
ekonomi keluarga.  

Pernyataan dari NA tersebut memperkuat urgensi 
ketersediaan ruang laktasi di gedung perkantoran di 
Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh 
Kementerian Kesehatan pada 2016 terhadap 338 
perusahaan di 19 provinsi dan 78 kabupaten atau kota, 
baru 64,8 persen gedung perkantoran di Indonesia yang 
telah menyediakan ruang laktasi (Astuti 2018). Artinya, 
belum semua perusahaan mendukung pemberian ASI 
eksklusif bagi para pekerja perempuannya.

Sekadar menyediakan ruang laktasi saja tak cukup, 
perusahaan perlu menyediakan ruang laktasi yang layak 
untuk mendukung kelancaran ASI eksklusif. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas 
Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, ruang 
laktasi layak setidaknya meliputi persyaratan: tersedia 
ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 meter dan/
atau disesuaikan jumlah pekerja perempuan yang sedang 
menyusui, pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/
ditutup, lantai keramik/semen/karpet, memiliki ventilasi 
dan sirkulasi udara yang cukup, bebas potensi bahaya di 
tempat kerja termasuk polusi, lingkungan cukup tenang 
jauh dari kebisingan, penerangan dalam ruangan cukup 
dan tidak menyilaukan, kelembaban berkisar antara 30-
50, maksimum 60 persen, dan tersedia wastafel dengan 
air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Dalam aturan tersebut tak hanya mengatur ruang 
laktasi saja, tetapi dalam Pasal 11, ruang laktasi juga 
harus memiliki peralatan memadai seperti peralatan 
penyimpan ASI dan peralatan pendukung lain sesuai 
standar. Peralatan menyimpan ASI standar yakni lemari 
pendingin untuk menyimpan ASI, gel pendingin, tas 
untuk membawa ASI perahan, dan alat sterilisasi botol 
ASI.

Di kantorku ada ruang laktasi, tapi aku lebih sering 
memerah di musala karena ruang laktasi ada di lantai yang 
berbeda dengan ruang redaksi. Kantorku tidak pakai lift, 
jadi malas naik-turun kalau ada barang yang ketinggalan. 
Teman-temanku juga kalau memerah di musala karena 
lebih dekat dan lebih nyaman. (KR 2021, editor di sebuah 
media nasional yang berbasis di Jakarta, wawancara, 31 
Maret)

Pernyataan KR menunjukkan adanya ketimpangan 
antara kebijakan dan implementasi yang dilakukan 
perusahaan. Hal ini membuat upaya pemenuhan hak 
menyusui tidak cukup hanya dengan perubahan tataran 
kebijakan, tetapi juga mendorong perubahan kesadaran 
tentang kewajiban penuh perusahaan agar memenuhi 
hak perempuan pekerja. 

Faktor kenyamanan berpengaruh terhadap tingkat 
produksi ASI. Sebenarnya bukan cuma karena ruang laktasi 
ada di lantai yang berbeda, tapi kalau di ruang laktasi itu 
rasanya sepi, enggak ada temannya. Meski begitu, aku juga 
suka memompa di pusat perbelanjaan dekat kantorku. 
Ruangannya lebih nyaman, pumping sambil kerja juga 
nyaman. (KR 2021, editor di sebuah media nasional yang 
berbasis di Jakarta, wawancara, 31 Maret). 

Pernyataan KR juga menunjukkan bahwa perusahaan 
perlu menyediakan ruang laktasi yang representatif 
untuk mendukung perempuan pekerja yang menyusui. 
Sebab, faktor kenyamanan dari ruang laktasi juga 
memengaruhi psikis perempuan dan akhirnya akan 
berdampak terhadap proses laktasi. 

Kebijakan Khusus Redaksi bagi Jurnalis 
Menyusui

Berdasarkan sejumlah pengalaman yang dipaparkan 
oleh para jurnalis perempuan, maka salah satu tantangan 
utama bagi para perempuan jurnalis untuk melakukan 
kerja profesinya adalah masih belum adanya ruang 
laktasi yang memadai. Untuk itu redaksi harus turut 
terlibat membantu jurnalis perempuan yang menyusui 
agar mudah mengakses ruang laktasi. Tak sedikit 
jurnalis perempuan menyusui yang masih aktif liputan 
di luar kantor memiliki pengalaman ASI merembes dan 
membuang ASI karena lokasi liputan tak memungkinkan 
untuk melakukan laktasi dengan baik. Jurnalis perempuan 
yang tahu dan mengalami kesulitan itu mayoritas  tidak 
berani menolak permintaan atasan karena khawatir akan 
melemahkan posisi tawar mereka di ruang redaksi.

Kutipan pengalaman IS dan IP menunjukkan bahwa 
pengalaman laktasi perempuan bekerja, khususnya pada 
bidang jurnalis tidaklah mudah. Agar tidak mengalami 
marginalisasi di lingkungan kerja, perempuan kerap 
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melakukan kerja profesionalnya meskipun dalam 
keadaan sangat lelah dan tidak optimal secara fisik, 
tujuannya agar mereka dapat memenuhi harapan 
dari norma profesional - yang hanya merefleksikan 
pengalaman maskulin. Dalam dunia kerja, laki-laki berada 
dalam posisi superior dibandingkan perempuan karena 
laki-laki dianggap sebagai manusia yang kompeten 
dalam melakukan kerja, tubuh mereka konsisten (tidak 
mengalami perubahan karena fungsi reproduksi), 
rasional dan tidak dilekatkan dengan perawatan rumah 
tangga. Dengan karakteristik tersebut laki-laki dianggap 
sebagai pekerja yang dapat terlibat secara penuh dan 
utuh dalam kerja profesional (Gartell 2013, h. 625-626). 
Gagasan tersebutlah yang menjadi dasar diskriminasi 
terhadap perempuan dalam dunia kerja. 

Aku udah pernah nyobain liputan di tempat yang pelosok, 
di tengah liputan enggak ada ruang laktasi pernah, di 
kamar mandi pernah, di luar negeri juga pernah, dan ya 
udah, aku di mana pun diusahakan tetap memompa, 
tantangannya ya kalau liputan itu soal penyimpanan. Aku 
pernah mastitis1 karena telat memompa waktu liputan. 
Cuma untungnya waktu aku minta liputan di pos kesenian, 
kantor memberikan. Karena di pos seni kan udah jelas 
liputannya ke mana saja. (IS 2021, jurnalis di sebuah media 
nasional berbasis di Jakarta, wawancara, 31 Maret).

Tidak adanya ruang penyimpanan yang mumpuni 
untuk ASI perah menjadi salah satu hambatan tersendiri 
bagi jurnalis perempuan. Salah seorang narasumber 
dalam artikel ini menceritakan bahwa ia memilih untuk 
bolak-balik dari tempat liputan ke kantor agar bisa 
menyimpan ASI di kulkas yang ada di ruang laktasi 
kantor. Narasumber lainnya pun bercerita bahwa Ia rela 
membawa peralatan laktasi dan penyimpanan ASI ketika 
liputan, agar perannya sebagai ibu dan pekerja dapat 
berjalan bersamaan.  

Pengalaman memerah ASI saat sedang liputan di luar 
kantor seru sih, meskipun memang harus bawa gembolan 
[bungkusan yang berat/ besar] banyak banget ya. Aku 
sekarang pakai ransel yang langsung ada kotak ASI, tapi 
enggak jarang juga aku membawa kotak ASI yang model 
jinjing. Tantangannya sih kalau misalnya lagi mengawal 
konferensi pers, apalagi di rumah pejabat yang tidak punya 
ruang laktasi, aku harus menunggu konferensi pers selesai 
baru ke satu mal. Aku sering ke situ untuk memompa setiap 
pulang kerja. (IP 2021, reporter di sebuah media nasional 
berbasis di Jakarta, wawancara, 2 April). 

Lokasi ruang laktasi yang strategis dan nyaman 
memang sangat membantu jurnalis yang sedang 
bekerja sehingga mereka bisa produktif dan mendukung 
pemberian ASI eksklusif pada anak. UL, jurnalis 
perempuan—Pemimpin Redaksi dari salah satu media 
menyadari kewajiban perusahaan dalam mendukung 

para pekerja yang telah berkeluarga, sehingga medianya 
tak hanya menyediakan ruang laktasi, tapi juga ruang 
asuh bayi (nursery room). Bagi UL, keberadaan ruang 
laktasi penting untuk menjaga kesehatan bayi.

Kalau tidak punya tempat penyimpanan, mereka 
memompa di kamar mandi, padahal enggak higienis. 
Syarat minimal ruang laktasi itu ada kulkas, lampunya 
agak redup supaya nyaman, ada tempat duduk yang 
nyaman. Tapi yang paling bermanfaat itu ya untuk perah 
dan simpan susunya. Di media X  tidak hanya menyediakan 
ruang laktasi, tapi kita juga siapkan nursery room. Ruang 
laktasi juga aksesibel. (UL 2021, Pemimpin Redaksi media 
X, wawancara 5 April). 

Sebagai perempuan dan sebagai pimpinan redaksi, 
UL memahami tantangan yang dialami oleh jurnalis 
perempuan. Penyediaan ruang laktasi yang sesuai 
standar dan kebutuhan perempuan pekerja adalah 
salah satu bentuk dukungan yang dapat disediakan bagi 
jurnalis perempuan.  

Selain media yang dipimpin oleh UL, narasumber 
SY dari media lain yang juga memiliki ruang laktasi 
mengatakan bahwa sejauh ini, lokasi dan fasilitas di ruang 
laktasi kantornya bisa mendukung para perempuan yang 
bekerja di media tersebut.

Sejauh ini tidak pernah ada yang mengeluhkan ruang 
laktasi di media Y. Kulkas khusus untuk ASI perah juga 
disediakan oleh kantor, karyawan perempuan di sini yang 
sedang menyusui juga memanfaatkan fasilitas ruang laktasi. 
Letaknya juga strategis, tidak ada yang mengeluhkan posisi 
ruang laktasi karena ada di tengah gedung. (SY 2021, Ketua 
Serikat Pekerja media Y, wawancara, 31 Maret). 

Kerja jurnalistik memiliki mobilitas kerja yang tinggi, 
lokasi liputan berpindah-pindah, bahkan peliputan tidak 
jarang harus bekerja sampai ke luar kota. Maka untuk 
mendukung keterlibatan kerja jurnalis perempuan 
redaksi perlu membuat kebijakan yang ramah terhadap 
pekerja yang sedang dalam masa laktasi. Kebijakan yang 
sensitif gender tersebut akan memperbesar peluang 
jurnalis perempuan kembali masuk dalam dunia kerja 
setelah masa cuti melahirkan berakhir.  

Dalam buku Jejak Jurnalis Perempuan (2012) yang 
disusun oleh Aliansi Jurnalis Independen menemukan 
penyebab dari ketimpangan dan ketidakadilan gender 
yang terjadi di perusahaan pers. Ketimpangan itu tak 
hanya terlihat dari jumlah jurnalis yang bekerja saja 
yakni 2 sampai 3 jurnalis perempuan dari 10 jurnalis, 
tapi juga posisi perempuan di ruang redaksi, hanya 6 
persen jurnalis perempuan yang duduk sebagai petinggi 
redaksi. Jumlah laki-laki yang lebih banyak berada di 
pimpinan redaksi ini menyebabkan kebijakan media 
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kurang ramah terhadap perempuan. Kebijakan dalam 
kerja-kerja redaksi dibuat netral gender, padahal dalam 
konteks pekerja perempuan menyusui, dibutuhkan 
kebijakan yang sifatnya afirmatif.   

Perlunya Dukungan dari Lingkungan Sosial

Tidak hanya dari perusahaan, dukungan dari 
lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap proses 
menyusui seorang perempuan. Rahadian (2014) 
mengatakan bahwa tak sedikit perempuan yang 
menyusui mendapat komentar negatif dari keluarga 
maupun rekan kerja, bahkan perempuan yang memerah 
selama bekerja sering dituduh tidak produktif oleh sesama 
rekan kerja. Padahal produktivitas kerja perempuan 
juga dipengaruhi oleh dukungan dari lingkungan sosial 
seperti dari suami, keluarga, dan perusahaan tempat 
bekerja. Selain itu, stigma dari perempuan bekerja yang 
menyusui juga disebabkan karena perempuan dianggap 
bertanggung jawab dalam aktivitas domestik. Konstruksi 
ini pada akhirnya menghambat karier perempuan 
dan membuat perempuan tertekan dan berpengaruh 
terhadap kelancaran selama memerah ASI.

Dukungan dari teman sesama jurnalis juga sangat 
berperan dalam kesuksesan jurnalis perempuan memberi 
ASI eksklusif untuk anaknya. Terlebih ketika sedang 
meliput di luar kantor. IP dari media A menyebutkan 
bahwa dukungan dari teman-teman sesama jurnalis di 
luar kantor, selain suami dan keluarga, amat berperan 
dalam kegiatan menyusui anaknya. Ia bisa memompa 
ASI dengan tenang dan nyaman di depan teman-teman 
jurnalis, tanpa merasa segan atau malu, karena hal 
itu tidak dianggap tabu oleh mereka. Artinya, situasi 
kerja yang ramah terhadap perempuan menyusui 
adalah salah satu faktor pendukung agar perempuan 
tetap dapat menyusui dan melakukan kerja profesinya 
secara bersamaan.  Kesadaran tentang kebutuhan 
akan dukungan pada perempuan pekerja yang sedang 
menyusui perlu dibangun di lingkungan kerja.  

Dukungan dari temen-temen liputan sih yang amazing 
banget buat gue. Selain support partner dan keluarga 
ya.  Kadang di pressroom depan anak-anak juga. Tapi 
emang kudu gitu sih, anak-anak liputan juga udah pada 
paham. Dan alhamdulillah-nya mendukung gue untuk 
memberikan ASI eksklusif buat anak. Jadi, baik itu cowok 
maupun cewek kawan gue liputan udah terbiasa dan 
bukan hal tabu gue mompa ASI depan mereka. (IP 2021, 
reporter media A, wawancara, 2 April). 

Berbeda dengan NA. Jurnalis yang sudah bekerja 
di media B, Medan selama sekitar 7 tahun ini bercerita 
mengenai pengalaman diejek oleh rekan kameramennya 

sebagai “tukang Yakult”, “tukang susu Bengali”,  setiap 
ia memompa ASI ketika liputan. Namun, ia memilih 
mengabaikan ejekan tersebut dan terus saja konsisten 
memompa ASI untuk bayinya.

Seringnya dapat ejekan dari teman-teman, karena ketika 
saya bawa botol ASI, bawa cooler bag ke mana pun, saya 
sering diejek, dibilang tukang jual yakult, tukang susu 
bengali lah. Ejekan saya pikir sih ya ga dimasukin hati 
sih, cuma kadang kalau orang gak ngerti bisa jadi bikin 
malu juga. Tapi saya gak peduliin sebenarnya.” (NA, 2021, 
reporter di sebuah media berbasis di Medan, wawancara, 
5 April). 

Pengalaman NA menerima ejekan kolega terkait 
kegiatan laktasi yang dia lakukan menunjukkan 
penolakan terhadap tubuh dan pengalaman maternal 
perempuan di dalam lingkungan kerja. Ejekan 
merupakan manifestasi dari penyingkiran pengalaman 
maternal dari dunia kerja. Ketika pengalaman maternal 
dimunculkan pada kehidupan publik atau  lingkungan 
kerja, pengalaman tersebut dipandang dan diperlakukan 
sebagai sesuatu yang tabu dan mengganggu batas yang 
jelas antara ruang privat dan publik antara kerja (Gartell, 
2013, h. 624). 

Pandemi dan Kebutuhan Ruang Laktasi 
Perusahaan Media

Kehadiran ruang laktasi tetap dibutuhkan para 
pekerja media meskipun dalam kondisi pandemi 
Covid-19. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar 
telah membuat sebagian besar pekerja beralih tempat 
kerjanya, yang sebelumnya di kantor menjadi di 
rumah. Namun dalam konteks jurnalis, mayoritas tidak 
demikian. Malah pada masa pandemi, mobilitas kerja 
jurnalis semakin meningkat.  Saat pandemi, kebutuhan 
masyarakat akan informasi membuat para pekerja 
media seperti halnya para tenaga medis, tetap harus 
bekerja selama pandemi. Meskipun beberapa media 
mempraktikkan sistem bekerja dari rumah (work from 
home/ wfh), tetapi tidak menutup kemungkinan para 
pekerja media tetap diminta untuk datang ke kantor. Hal 
tersebut juga berlaku bagi pekerja media perempuan 
yang sedang dalam masa menyusui.

Kebijakan perusahaan media, seharusnya 
mengakomodasi pengalaman jurnalis perempuan yang 
menyusui di masa pandemi. Dalam situasi pandemi  
jurnalis perempuan beserta bayinya menjadi lebih rentan 
terpapar Covid-19. Maka ketika jurnalis perempuan harus 
datang ke kantor, fasilitas laktasi yang sesuai dengan 
standar dan protokol Covid-19 perlu tersedia dan 
dipatuhi. Berdasarkan studi kasus, neonatus terinfeksi 
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SARS-CoV-2 menunjukkan manifestasi klinis ringan 
atau asimtomatis (tanpa gejala), jumlah kasus berat dan 
komplikasi relatif jarang, dan prognosis baik. Risiko infeksi 
neonatal, melalui transmisi vertikal dari ibu-bayi ataupun 
air susu ibu (ASI), masih belum dapat disimpulkan dan 
membutuhkan penelitian lebih lanjut (Felicia 2020).

Tuntutan profesi jurnalis yang dinamis dan berpindah-
pindah membuat perempuan jurnalis tidak dapat 
sepenuhnya WFH.  Maka  ruang-ruang laktasi perlu tetap 
dibuka selama masa pandemi Covid-19. Kebutuhan akan 
ruang laktasi tetap ada, khususnya bagi para pekerja 
media perempuan yang dalam masa menyusui, jika 
mereka tetap diwajibkan untuk datang ke kantor.

Setiap media yang menyediakan ruang laktasi di 
masa pandemi Covid-19, perlu membuat penyesuaian 
khusus terkait ruang laktasi. Penyesuaian bisa dilakukan 
dengan beberapa hal sesuai standar bekerja di kantor 
dalam situasi pandemi Covid-19.	

Penyesuaian bisa dilakukan dengan menyediakan 
alat sterilisasi yang bisa digunakan kapan saja, sebelum 
atau sesudah ruang laktasi digunakan oleh para pekerja 
media. Alat sterilisasi saat ini tersedia dalam bentuk alat 
elektrik. Pada umumnya, alat sterilisasi dalam bentuk 
elektrik bekerja dengan memanfaatkan teknologi sinar 
Ultraviolet-C (UV-C), yang bisa merusak protein virus 
dan mikroba (Fan, Xueton et al. 2017). Namun di satu 
sisi, sinar UV-C juga berbahaya bagi kulit manusia. 
Untuk itu, selain menyediakan sarana, perusahaan juga 
perlu  menyediakan petunjuk penggunaan alat sterilisasi 
elektrik jika digunakan dalam ruang laktasi. Petunjuk 
penggunaan tersebut harus bisa diakses dan dibaca oleh 
para pekerja sebelum mulai menggunakannya. 

Cara sederhana lainnya, adalah tetap menyediakan 
cairan disinfektan di ruang laktasi dan senantiasa 
dipantau ketersediaannya. Penyediaan cairan disinfektan 
yang tetap terjaga membuat para pekerja media yang 
menyusui tetap bisa meminimalkan potensi penularan 
Covid-19 di ruang laktasi. Cairan disinfektan harus 
diaplikasikan ke ruang laktasi sebelum dan setelah 
menyusui. Penting untuk mengetahui bahwa alat-alat 
untuk memompa ASI, sangat disarankan untuk terhindar 
dari cairan disinfektan secara langsung. Selain itu 
penting untuk menyediakan pengaturan jaga jarak untuk 
pengaturan kursi di dalam ruang laktasi. Selain akses 
terbatas untuk pekerja media yang sedang menyusui, 
penggunaan masker selama di dalam ruang laktasi juga 
tetap penting dan tetap mengatur agar pekerja media 
yang menggunakannya untuk tidak mengobrol selama 
memompa ASI. 

Hal terpenting lainnya adalah perusahaan perlu 
menyediakan petugas disinfeksi secara rutin untuk ruang 
laktasi, sekaligus memantau kepatuhan penggunaan 
ruang laktasi oleh para pekerja media. Penggunaan ruang 
laktasi tentu mengacu bahwa para pekerja media yang 
menggunakannya, tentunya memenuhi standar bekerja 
dari kantor, misalnya tidak mengalami gejala Covid-19 
atau tidak mengunjungi kerumunan sebelum masuk 
ke kantor. Jika kepatuhan terhadap protokol kesehatan 
diterapkan para pekerja, termasuk memilih untuk tidak 
ke kantor dan memeriksakan diri dulu jika mengalami 
salah satu gejala Covid-19, kekhawatiran akan penularan 
Covid-19 melalui ruang laktasi tentunya bisa dikurangi.

Untuk mendukung keterlibatan perempuan 
dalam dunia kerja, khususnya dalam profesi jurnalis, 
maka hambatan yang dialami oleh perempuan perlu 
diakomodasi, khususnya pada era pandemi ini, situasi di 
mana perempuan mengalami kerentanan yang berlipat. 
Maka, pemenuhan atas ruang laktasi yang aman dan 
situasi kerja yang ramah terhadap ibu menyusui perlu 
dipenuhi.  Memperhatikan dan memenuhi kebutuhan 
perempuan bekerja yang menyusui adalah kewajiban 
perusahaan sebab hal tersebut adalah bagian dari 
pemenuhan hak pekerja dan bentuk-bentuk pemenuhan 
situasi kerja yang non-diskriminatif.   

Penutup

Pengalaman dari para jurnalis perempuan dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan jurnalis 
dalam masa laktasi mengalami tantangan dalam 
menegosiasi identitas dirinya.  Di satu sisi perempuan 
dituntut memenuhi peran gendernya untuk melakukan 
perawatan terhadap anak, yaitu memberikan ASI secara 
intensif. Di sisi lain perempuan dituntut untuk melakukan 
kerja profesionalnya secara optimal. Berdasarkan 
pengalaman para narasumber maka tampak jelas bahwa 
kebijakan perusahaan media perlu mengakomodasi 
situasi tersebut agar perempuan dapat melakukan 
kedua peran tersebut tanpa harus mengorbankan 
salah satunya.  Salah satu bentuk dukungan terhadap 
keterlibatan perempuan dalam dunia kerja adalah 
dengan menyediakan ruang laktasi yang sesuai dengan 
standar ketentuan.  

Berdasarkan pengalaman para jurnalis dalam 
wawancara, maka penelitian ini menunjukkan bahwa 
program pemerintah untuk mendorong pemberian ASI 
eksklusif di Indonesia belum diimplementasikan dengan 
baik. Hal ini dibuktikan masih banyaknya perusahaan 
media yang belum memenuhi kebijakan tentang 
penyediaan ruang laktasi di perkantoran.  Media yang 
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memiliki ruang laktasi pun masih ada yang mengabaikan 
fasilitas dasar ruang laktasi seperti akses ke ruangan, 
hingga tidak ada tempat penyimpanan ASI. 

Dalam konteks kerja jurnalisme, jurnalis perempuan 
mengalami tantangan kerja yang berlipat. Kesulitan 
perempuan jurnalis yang menyusui yang melakukan 
liputan di luar kantor dalam mencari ruang laktasi di 
ruang publik dan lokasi liputan yang berada di gedung 
perkantoran menunjukkan bahwa ketersediaan ruang 
laktasi di ruang publik juga masih rendah. Selain ruang 
laktasi di perusahaan media, maka ruang laktasi di ruang 
publik perlu ditingkatkan jumlahnya.  

Penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan 
sosial dari rekan kerja menjadi salah satu hal penting 
dalam mendukung perempuan pekerja, khususnya 
dalam masa laktasi.  Perusahaan memiliki tanggung jawab 
untuk mewujudkan situasi dan lingkungan kerja yang 
sensitif gender. Penghapusan stigma sosial termasuk 
perundungan (bullying) seperti ejekan terhadap ibu 
menyusui perlu dihilangkan.  Sebab stigma dan hinaan 
terkait dengan fungsi reproduksi menimbulkan rasa 
malu, kecemasan dan meningkatkan rasa tertekan pada 
perempuan pekerja.  Perundungan bagi ibu menyusui 
terkait aktivitas memompa ASI dapat menimbulkan 
beban berlipat bagi ibu yang menyusui. Padahal amat 
sangat penting untuk menjaga kenyamanan bagi 
perempuan yang sedang dalam masa menyusui.

Dalam situasi pandemi Covid-19,  penyediaan ruang 
laktasi bagi pekerja media perlu juga diintegrasikan 
dengan protokol kesehatan. Penyediaan alat disinfektan 
dan sterilisasi rutin wajib diterapkan di ruang laktasi. Hal 
ini untuk mencegah penularan Covid-19 melalui ruang 
laktasi, mengingat kebutuhan akan ruang laktasi tetap 
ada meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Secara 
aturan, sebagai regulator perusahaan media khususnya 
pers, Dewan Pers seharusnya merevisi Peraturan Dewan 
Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar 
Perusahaan Pers. Di dalam aturan tersebut, belum ada 
klausul yang menyebutkan perusahaan media wajib 
menyediakan ruang laktasi yang memenuhi standar 
kesehatan serta nyaman dan aman bagi para pekerja 
media yang menyusui. Klausul kewajiban penyediaan 
ruang laktasi ini penting dimasukkan dalam Peraturan 
Standar Perusahaan Pers, agar ketersediaan ruang laktasi 
di setiap media terafirmasi.

Pengalaman perempuan bekerja yang sedang 
menyusui perlu dikenali dan diakomodasi baik dalam 
kebijakan dan dalam kehidupan keseharian. Jika tidak, 
maka perempuan dibatasi pada posisi memilih untuk 

hanya bekerja atau hanya menyusui. Dengan kebijakan 
dan sarana yang memadai, mereka dapat melakukan 
kedua kerja tersebut secara bersamaan.  
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1	 Mastitis  adalah peradangan pada jaringan payudara. Kondisi 
ini kerap dialami oleh ibu menyusui sehingga mengganggu 
proses pemberian ASI kepada bayi.
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